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Apabita diteliti perkembangan penye-
* lesaian perselisihan yang menyangkut
bagian wilayah  dasi suatu  negars,
hempir selalu diusnlkan agar disele-
saikan dengan menggunakan azas hak
untuk menenivkan nasib sendid. Da-
lam pertikaian kepulauan Malvinas
amara Inggris dan Argenima Menter
Luar MNegeri Amerika Serikat Alexan-
der Haig sebagai penengah telah meng-
usuikan bahwa penyelesaian sengketa
harus memperhatikan® hak uniuk me-
nentukan nasib sendiri dari penduduk
kepulauan Malvinas.l Gagasan hak un-
tuk menentukan nasib sendir ini te-
lah disebarluaskan melalui media pers
sehingga telah diketahni oleh banyak
orang. Akan fetapi menurut hemat pe-
nulis meskipun banyak vyang menge-
talitinya belum tentu tahu bagaimana
posisi sebenarnya dari hak unfuk me-
aentukan nasib sendird dalam Hukum
Internasional Publik, Apakah hak un-
tuk menentukan nasip sendir tersebut
adalak -hak dalam arti hukum yvang di-
dukung dengan kewsfiban hukum atau
kanya merupakan hak moral positip
saja. Sebelum diadakan pembahasan
dari pertanyaan tersebuti, ferlebih da-
hula akan dijelaskan apa yang dimak-
sudkan dengan hak uniuk menentu-
kati -nasib sendirl. Pada umumaya hak
untuk menentukan nasib sendiri i

1. Lihat Newsweek, May 3, 1982, The
Fatklands running out of time, Ha-
rold Mever: Qomealata Woiblarmd 3441

- HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM'
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dapat duelas}can dalam du"
yakg pertanis dapat c.mr&kan'*seb al
hak dardi suaiun bangsa dar; Suatir
negara untuk menentukan bentuk e~
menntall&nya sendzn Halk’ sedenuk1~

wajiban negara-negara yang ‘di ;
olen Panitia Hukum intemasmn_ai pada'
talun 1949 dan dimuat dalam pasal'l.”
“Every State has the right jo ‘inde-
pendence and hence tao exerczse
freely, without diciation by any othef
State, all its legal powers, mciudmﬁT
the choice of its own form ‘of 'g0~
vernment”.2 Sedangkan arti yang-ke-_
dua adalah hak dazi sekelompok’ orang
atau bangsa untuk mendirikan sendm
suaty negara yang merdeka. Tuhsa.n ini
hanya akan mempezbmcanakan 1303151
hak untuk menentuken nasib s
dari arii yang keduz dalam Hukum
Internasional Publik, .

Gagasan hak untuk menentuka'n_ nas_i_b
sendiri pemah diucapkan oleh Presi-
den Wilson dalam pidatonya dihadap-
an kongres Amerika Serikat teriang
gzl 8 Januari 1918 secara tidak lang-
sung dalam empat belas butir usul per
-damaian dunia. Lebih tegas lagi da-

2. Lampiran pads resolusi Majelis U-
mum 375 (IV) & Desember 1949,
U.M. Doc. Af1251, p. 67. .

3. Lxhaf dalam bulu R=c§mrd E Marris,
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" pat.dibses dalam usul Maskah Presis
den Wilson untuk konvensi Liga Bang-
“se-Bangsa pasal 1T :

*The coniraciing powsrs unife gua-
Tanteeing. [ ferritoridl readjustment
. .as may in the future become necessa-
Iy by reason of changes in the present
Baocial conditions and asperaiions or
present Social and political zelation-
ship, pursuani io the principle of seif
determination.”

Maksud dagl pemikiran Presiden Wil-
son ini, adalah agar diberikan kesem-
patan sesudah selesainya perang dunia
-pertema  berdasarkan azes demokrasi
pada, goioqgan-ﬂomnﬂazl minoritas di
Empa unitvk mensniukan nasibaya
senpdid, depgan membentnk negara-
negara vang merdeka dan tidak dima-
sukkan dalam wﬂayah«w;_ayah negara-
REEATs yang ‘nﬂnang perang. Sewakin
Presiden Wilson diminta nnink men-
jelaskan  gagasannya di  konperensi
Perdamaian di  Pads dis menemmi
kesulitan karena ternyata hak untuk
menentukan nasib  sendifi sifatnya
seperii bunsglon yang dapat berubah
warna dan mempuayal banyak akibat
politis yang sukar diperhitungkan.>
Menumi seorang penulis © *The Wil-
sonian conception of self determi-
nation™ may, obviously, be viewed
in a myrad ways, depending on the
angle of the viewer”.0 Salah scorang
pengnlas dari gagasan Wilson adalah
Robert Lansing vang menjadi Men-
teri Luar Negerd sewalkiu Wilson men-
jabat Presiden Amerika Serikat dalam

4, A. Rego Sureda, The evolution of
the Right to Self-Determination @ A
study . of United DBations Practice

C{Leiden : AW. Siyihoff 1973} hal
28, dikutip oleh Dov Ronen, The
Guest for Self-Determination, MNew
Haven, London 1979, fial 31.

5. Dy, JLELW. Verzijl, International Law
in  Historical Perspective, Vol 1§,
Levden, 1968 hal 3321,

a, Michla Pomerance, The United Siates
and SJF iﬁctermmaimu Perspectivcs

buku catatannya “The Peace Megotia-
tors” di mana dikatakan ssbagsl
berikut :

*The more I think about the President
Declaration g5 to the right of "self-
determination™, the more convinced
I am of the danger of puiting such to
be the basis of impossible demands on
the Peace Congress and creaie trouble
in many lands The phrase i3 simply
loaded with dynamite . . Whata cala-
mity that the phrase was ever utie-
red | What misery it will cange,”7
Karena banvak yvang menentang dan
meragokan kegunaan gagesan  darsi
Wilson dapaf dimengerii bahwa hak
unink menenivkan nasib sendini tidak
dimuat dalam konvensi Ligaz Bangsa
Bangsa. Tuntufan dard  kelompok
orang-orang Armenia, Azerbavan, Ko-
rea, Ukrania, BRuthenia Rusia Putih,
Georgia, Kurdi dan orang Monte
negro berdasarkan hak untuk me-
nentukan nasib sendind telak dilupa-
ken dan dikubur sesudah konperensi
Perdamaian antara Sekuiu dan negara
vang kalah perang selesai.® Tidak
dikehendaki pads wakin ifn bahwa se-
tiap kelompok orang atas dasar persa-
maan kebudayaan atas ras dimungkin-
kan untuk memisahkan dir darl suatu
negara yang ada. dan membugt negara
sendiri, Kalau {iindakan sedemikian
melalui plebisat diperkenankan ma-
ka akan timbul kekacauan yang dapat
merusak hubungan Internasional vang
ada. Meskipun hak untuk menenfukan
nasib sendirl tidsk lama sesudah di-
lahirkan telah gagal dipakai sebagai
gagasan hukum, akan tetapi sebagai
suafu  nflal fetap mempunyal pe-
ngaruh  uniuk dipakai sebagail alat
penyelesaizn sengkeia antar: nepara.

i

Uszha awal sebslum perang dunis ke-
duz unink memakal hak unink me-

7. Lihay datam Trr, LHW, Verzijl, In-
ternations: Law in Historical Perspec-
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nen’fukan nasib sendini bagl penyele-
saian suain sengketa Internasional ada-
lah peristiwa kepulanan Aaland. Kasug
inifadalah cukup menarik karena da-
lam sperbincangan yuridis harus dapat
ditarik kesimpulan apakak penduduk
kepulauan Agland yang berasal dari
Swedia dapat memisahZan din dan
Fiplandia dan menjadiken wilayah teg-
sebut menjadi wilayah Swedia, Kepu-
fauan Aasland pada akhir tahun 1917
menjadi masalah  sengkein antara
Swedia “dan’ Finlandia, Penyebab dap
sengketa “tersebut adalah  sébagai be-
rikuts Seielah Finlandia menjadi nega-
rarmerdeka pada tanggal ‘4 Desember
1917 ada gerakan seperatis di kepulan-
an Aafand uniuk menggabungkan did
dengan negara Swedia. Kepulauan ter
sebut dan Finlandia sendis sejak tahun
1157 sampai  dengan tzhun 1809
merupakan wilayah Swedia, pada wak-
to “Swedia dikalahkan oleh Rusia ter
paksa ‘menyerahkan kedua wilayah
tersebut pada Rusia, Pada wakiu Fin-
landia -merdeka kepulanan Asland di-
masukkan kedalam wilayah  negars
Finlandia, Gerakan separatis ini keliha-
tannya didalangi oleh pasukan ekspe-
disi dari Swediz yang memasuki kepu-
fauan  Aaland sehingga -dapat menim-
bulkan” konflik Internasional vang
membaliayakan. Oleh karena ity Men-
teri Luar Negeri Ingeris Lord Curzon
pada ‘tanggal 19 Juni 1920 menyaran-
kan agar sengketa tersebut digelesai-
kan oleh Majelis Liga Bangsa Bangsa
berdasarkan atas pasal 11 konvensi
Liga ‘Bangsa Bangsa. Negara Swedia
menanggapi usul tersebut dengan mé-
ngatakan bahwa penduduk dari ke-
pulavan fersebut mempunyai hak un-
tuk menyatakan pendapatnya melalni
plebisit spakah mereka menghendaki
unfuk ifetap berads di bawah kedau-
latan Finlandia atan menyukai untuk
bergabung dengan Swedia, Finlandia
pada wakfu itu belum menjadi anggots
Liga Bangsa-Bangsa dapat menyetjui
ketentuan beserta prosedur penyelesai-

dalam sengleta ini, dan berpendapat." :
bahwa masalah iersebut mempakap':

masalah dalam negeri  Finlandj :
diri. Berhubung pentingnya masala.h'
sengketa ini Majelis lalu membentuk '
setu panitia Hukum vang terdm dari

3 orang Sarjana Hukum yang terkenal

(Larnoude, Struycken dan Hubar)uns
tuk membesi rekomendasi Hukum pa-

da Majelis.  liga Bangsa»Bangsa‘S‘
Rekomendasi Hukum fersebut, chsam»_
paikan pada Majelis pada tanggai i
September 1920 dan dalam gans b“"
sarnyva adalah sebagai berikut : i

{1} The dispuit betwesn Swedeﬁ-
and Finland does not refer 't
definite established political:si-
tuation, depending exclusively
up on the territoral soa&rezg—_
nity of the Siate;

{2) On the contrary, the dasgmte
arcse from .de factor situation
caused by a political transfor
mation of the Aaland islands
which  fransiormation was cau#'
‘sed by and orignated m “the'
separatist movement among tne
inhabitants who quoted 'ihe
principle of nationa self deter’
mination, and certain military
events which accompaniedand.
followee the separatron of. Fig--
land from the Russian Empire at
2 tme when Finland had not
vel acanired the character of a_
defmzteiy constltuted staie;

{3) Ii follows from the above _f;i__l_a‘t
the dispuie ‘does not refer tg
a question which is left by In-
ternational Law to the domestzc

©+ jurisdiction of Finland. :

(4} The Council of the League of
Nations, therefore, is competent
under paragraph 4 of Article 15,
to make any recommendations
which it deems just and proper
in the case,

Atas rekomendasi hukum dari panitia
tersebut -di atas, Majelis kemudian

9, Br. 1.HW, Verzijl, International Law

in ihsiorica} ?erspa.ctwes, Vol I Tal
iy




302

Fukum dan Pewban Yt

mepciykeberatan Finlandia dan me-
ayatakan - dirfnya berwenang untuk
memegiksa. opéristiwa kepulauan Aa-
land. Untuk-keperluan member putus-
anshukum,; . Majelis kembali memben-
tuk: Panitia vang kali ini ferdin dam
tiga. diplomat vang ferkemuka (Be-
vens,:Calonder and Elkus) dengan tu-
gas memberikan pemecahan akhir, 11
Setelah mengadakan penclitian selem-
patspanitia kemudian membuat lapor
an mendetailitertanggal 16 Aprl 1921,
vang'rmengusulkan agar kedaulaian
Finlandia terhadap kepulauan Aaland
diakui, dengan keteniuan bahwa agar
pendiiduk: minoritas dipedakukan de-
ngan baik bagi kepentingan perdamai-
an. Usul “dari panitia temebut diteri-
ma “dengan ‘suara bulat oleh Majelis
dan Ekedua belah pihak dapat mene-
rimanya. Maka dengan demikian seng-
¥éta Tnternasional mengenai kepulavan
Aaland ‘tefah diakhir. Pelajaran yang
dapgt " diambil adalah kembali hak
untuk meneniukan nasib sendir Hdak
dapat dijalankan sebagai suatu gagas-
an Hukum Iniemasional. Ada kemung-
kinan bahwa hak untuk menentuksan
nasib: sendiri ini dapal dilaksanalan
apabilatkonstruksi hukum dard panitia
pertama yang dibuat oleh parz sariana
hukum diterima di mana kepulauan
Aaland sesudah Finlandia memisahkan
dir dari Rusiz dianggap sebagai —
“aterratorjal wreckage floating on the
waters. of Baltic and abandoned to
the mercy of the waves of internatic-
nal. politics™.12 Gembaran sedemikian
dikugsai olch Rusis, wilayah terscbut
termasuk kepulavan Aafand pemerin-
fahannya diserahkan pada Grand Du-
:hy dari - Finlandia dengan otonomi
penuh, Sewakiu Iinlandia mendapat
kemerdekaannyva adalah juga dengan
pengeriian  termasuk kepulanan Aa-
land. Sehingga campur tangan negara
asing dengan kehendzk kaum sepera-
tis harus dianggap sebagal campuy

Voiers il Invtsrrsindsensyal | ornes

11 3¢ ¢ 83 1

tangan dalam negeri darl negara Fin-
landia dalam kapasitasnya sebagai
anggota barn dari masyarakat inter
nasional. Terhadap jalan fikiran darni
Majelis ini, Verzijl melontarkan kritik
bahwa Majelis yang tidak menerima
alasan wrusan dalam negert datd lapor-
an panitia hukom tertanggal 5 Sep-
tember 1920 {felah menggunakannya
dalam putfusan skhir dengan weme-
nangikan Finlandia. 13
Hi

Perkembangan hak uniek menentukan
nasib sendirl sesudah perang dunia
kedua adsalah berbeda dengan sesudah
perang dunia pertama, karena hak ter-
sebut mendapat tempai dalam pasal
b (2) Piagam Perserikatan Bangsa
Bangsa, Para Sarjana Hukum Inter
national seperti *0’Connell 14 dan
Brownliels berpendapat bahwa hak
untuk menentukan nasib sendiri dalam
Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa bu-
lean ~merupakan suain hak dalam arti
hukum melainkan hanya merupakan
suatu zzas atau prnsip saja. Suatu azas
hukum yang tidak dimust dalam ke-
teatuan hukum dengan fendidinya ti-
dak operasionil. Alasan O°Connell ada-
talh karena pasal 11 dan pasal 13
dari Piagam yang mengafur pemeliha-
raan dan keamanan iniernasional be-
serta kerje sama iniemasional sama
sekali tidak menunjuk pada pasal 1 (2)
yang memungkinkan pasal tersebut bi-
sa operasionit, 16 Prof. Gross juga ber-
pendapat bahwa hak untuk menentu-
kan nasib sendizl vanz dimuat dalam
pasal 1 (2} dari Plagam sebagai suatu
“prinsip”. 17 Hak tessebut kembali

i3 Etid hal 332,

14, B.P. OConneld, Interantional Law,
Yol one, London, Mew York, hal
3317.

15. Tan Brownlie, Principles of Public
International Law, Oxford, 1973, hat
577,

i5. LR O'Connell, interastional Law,
Vol one, hal 337,

17, Leo Gross, The Right of Seif-ieter-
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' '-dmﬂbui dalam pasal 35 yang menyve-
. hut}_um tujuannya dengan kata-kata
yahg" iebilh tfegas yaitu untuk perhu-
bungan perdamaian dap persahabatan
antar bangsa-bangsa. Bagaimana cara-
nya:s untuk mepcapal tujuan tersebut
paszl 35 memperinei lagi dalam be-
berapa ayal. Dalam ayat ¢ hanya dise-
buixthak-hak manusia dan kebebas-
angdasar’ tidak disebutkan sebagai sa-
lah .satu . -iugasnya  menerapkan hak
uptulkomeneniukan nasib sendin 18
“Selanjutnya Prof. Gross juga meng
kaji pasal 73 dari Pizgam mengenai
dszerah yang tidak berpemeriniahan
sendiri dan hale’ uniuk meneniukan
nasiny sandm tidak dimasukkan sebagni
salak ‘safu fujuannyva. Memajukan dan
mengembangkan pemerintahan sendixi
memang dalam pasal 73 (L) akan te-
_1api peleksanaannya diganfungkan pa-
da pasal 76 (b) yaitu dari persyaratan
perianjian daerah perwalian. Dari peng-
kajian pasal-pasal Piagam tersebut,
Prof. Gross berkesimpulan bahwa,
it is clear that nowhere has the right
of seli-determination in the legal sense
has been established”” Seisrusnya di-
katakan : 7But no matier how potent
it may be in the acinal operations of
the United Nations, siill if is not a
right in temmns of the charter™. 19
‘Meskipun hak untuk menentukan
nasib sendiri tidak berhasil diakuj se-
bagai suatu kaidah hukum cleh masya-
rakat Internasional, alan tetapi scbagai
kekuatan morsl mempunval potensi
besar schingsa dapat merabah gambar-
an dari peta duni_a.zo. Bagi bangsa-
bangsa vang dijajah dan ingin merdeks
hak untuk menentukan nasib sendin
diznggap sebagai ajaran Hukum Alam
dan diperguaazkan sebagal hak untuk
mengadakan rtevolusi apabila negara

18, Ibid.
19, 1bid hat 136,
20 Louis Henkin, Mow Nations Behave;

Law and Foreign Poliey, New York,
1979; hal 16.

penjajah fidsk herniat memben.. E»:e»i
merdekaan bagi wilayah jajahannyg 21

In 1945 and thereafter self- determi-

nation was a weaposn aimed primarily

at the victorious imperial “powers

tehmselves, and was under’ "men'

conirol only in a senge ihat ﬁiay

could fight i oniright, 25 in indene-

sia and Inde China, or yisid’ m.:ﬁ:

with greater or lesser grace, 2s in the

Phillipines, India, Bugma am:i Cey~

Ion.22 Penggunaan hak unfu] :
nepiukan nesib sendin oleh bangsa
bangsa yang ingin merdeka memberi-
kan pengaruh yang culmup besar pada
sesolusi-resolusi Majelis Umum PBB:
Dalam  resolusi Majelis Umum 1514
(XVY teciangzal 14 Desamber: 1960
mengenai "The Declaration on the
Granting of Independence o Colo~
nial Countdes and Peoples™ }’mg ﬁ&*
lam pagal 2 dikaiakan : ;

Al the peoples have the %%a? '2.:3 %Ef-
determination by virtue of that right they
freely determine thelr politha! status-‘and
frecly pursue thelr sconowds, m&ﬂ &zzd
cuktural development.™

Pemumusan semacam Hu k@mh@é& cizv
muat dalam pasal I darl dus koavensi
vang terdepat dalam lampiraz . kon-
vensi Infernasional mengensl-Hlpl 3ak
Aczasi Manusia {(Rescing Matslis Umum
2200 A (XD terisnggal 16 - Dosem-
ber 1966} vaitu : Ths International
Covenani on Hconomic, Socisl and
Cultural Rights dan The Intemasfioe
nal Covenant on CTivil and Poligical
Rights, Meskipun hal satek menen-
fukan nasib sendiri ielah dimuat - da-
lam’ resolugi-regolug Majelis Umum,
dari perkembangan temebui- belum
dapat disimpulkon dengan past bahwa
hak fersebut telali menjadi hukum po-
sitip dzlam Hukum Internasional. Ala-
san utama yang dapst dikemukakan
adalzh bahwa Majells Umum hanva
bertugas memberni rekomendasi vang
tidak mengkat. Resohushresolusi vang
dikeliarkan bukan merspakan soam
peijanilan vang mengikat secara hu-




weit barpendanat babwsa dalam resolu-
sl-resciosl BMajells Umbm yang dikelu-
arkan’ bemlzngalahg soperti resolust
mengenal  hak  unfuk menentukan
nagih sendid dapst mempunyvei sifat
veng normatip daripedz dokirin vang
polits; gehingga Majells Umum dalam
hal tezmetmt telah berpesan sebapai bo-
dan Pgussi legislatip™ 2% Sikap aos-
matip- deri hak ifemebut baksp dise-
babkan karens resoluginya, akan feiapi
karens Relluisertaan (akses) dad para
anpgoiz PEB pada resclnsi tersebut.
Sehinggs  bagslmanspun pentingnys
peranss-Majelis Umum eebagal badan
quest legislatip, Pthe Azsembly remaing
primasily o deliberative organ and not
2 legiglative organ’.o4 Keinglnan un-
ik meniadikan bak uniuk menenfu-
kan unagdh sendirl sebagal normsg ho-
kum:otidak herhend di tengah jalan
dan mengenz hal ind dapat dikelahni
pads . walthy memperbincangkan nag-
kabh Hukom Feganjian Internasionsl
pada- kopperensgd Wina di Austria,
Delesast Ttalia mengusulkan agar disu-
gun susty dofiar kaeidah Hukum vang
dapat dimaesnkkan dalam kategorn Jus
Cagens, . unfuk menjags hak  azasi
dari mannga: dan dalam dafiar temse-
but dingulkan asar seluruh pasal 1
darl Plagam PBE 4i mana hak unink
menentukan  nasib  sendizd  dimuat
depat disngzap scbagal Jus Copgens
afer  vperempicry nomms.?d  Konsep
Jug Cogens adaloh suatu perkem-
bangan bare dalam Hukom Internasio-
nat vang dapat disamakan dengan ke-
ientuan Hukum Publik dalam Hukum
HMasiongl vang menjaga dan memper
tohankan ketertiban Umum. Sehingos
ketentuan dalam Pedaniian Internasio-
nal vang bertentangan dengan Jus
Cogens atsy persmptory norms harue
disnggen baisl keaeana berieniangan

23, D, Bowetl, The Law of internatio-
aal Ingtifwiions, Londom, 1970, hal
4%,

24, Ibid hal 24,
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dengan keterfiban Umum masvare-
kat Internssional. 20 Hakim Manfred
Lachs dap Mahkamah Internasiongl
jnga berpendapat bahwa Jus Cogens
tidak spin teymasuk tindakan pemba-
jakan (piracy) atau perbudakan, akan
fetapi juga setiap findakan vang
membahayakan perdamaian dan hak
uniuk  merdeks bag negara-negars
dan juga hak uniuk menentukan nasib
sendiri.27 Rupanya sudah menjadi su-
atu kebissaan apabila ada resolus
Majelis Umum PBB yang melibatkan
hubungan aniar negara seperti YThe

Declaration of Principles of Intemna-
tionel Law concerning Friendly Reia-
tion and Co-operaticn smong states
in Accordance with the Charter of
the United Mations (resolusi Majelis
Umum 2625 (XHEV) 24 CGctober
1970) kembali memuat hak untuk
meneninkan nasib sendirl. Panitiz vang
dibentuk oleh Malels Umum PBBE
paida tahun 1963 vaivk membuai Dek-
larasi texsebut di afas pandangannya
mengenai mang lingkup dari hak upe
twk meneniukan nasib sendix lebih
ige. Panitia bempendapat bahwe per
wijudan hak vnink menentukan nasib
sendiri hams ditekankan pada Tke-

hendak rakvat” (Vthe will of the
people™), vang belum  feniz ingin

merdeka dan mempunyai pemeriniah-
an sendiri; degzipada lepas ferzpung
apung di lauian Internasional tanpa
adanya dukungan dan meaempatian
diri dalam suam bahaya dianeksir
oleh negara yang lebih kuat, baberapa
darl wilayah Ini tetap menginginkan
kedudukan sehagal wilayah kolond 28

1) Article 64 Vienan Cosvention on the
Law of Treaties © if a2 new persmp-
tory norm of general internationsd
iaw emerges, any existing treaty
which is in conflict with that norm
becomas void and terminates,

27, Myres 8. MeDougal, Mareld Laswell,
Lunpg-Che Chen, Humen Righis and
World Public ordess, hal 349,

28, Robert Rosenstrock, the Bec!ala inns
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Gkh kazena_ 1tu Panitia memberikan
aliernafip "bagi perwujudan hak un-
tuk méenentukan nesib sendini sebagal
“frepiiassociation or integration with
an independent Siafe or the emer
gence sinto:any “other political status
freely. determined by a people” 29
Resenstock - yang membuat artikel
mengenai: Deklarast ini berpendapat
bzhwa apabila diikuii jalan fikiran dari
Papitia mengenai perwujudan hak un-
iukemenentukan nasib sendiz maka
hak: temebut dapat- merupakan suain
”wcrkabie text.30 Sehingza kedu-
dukan hak uniuk menentukan nasib
sendizii kira-kira - {erletak - di -antam
rekomendasi . -dan ketentoan Hukum
vang mengikat. 3! Meskipun sudah ada
kecenderungan untuk menuju ke arah
ketentuan Hukum vang mengikat apa-
bila- ditkut perkembangan yesolugi-re-
sologi Majelis Umum; akan tetapi be-
lum vada suatn bukil vang positp
bahwa ‘hak uniuk menentukan nasib
sendifd telah menjadi svain kaidah
Hukum wyang. mengikat, Indikasi bah-
wa suain nilai telah menjelma menjadi
kaidah Hukum harus ditunjang dengan
prektek negara vang kemudian menja-
di hukum kebiasaan, seperi heloya
dengan praktek negara mengenai Lan-
das Loniinen vang sudah digkui se-
baga;_ Hukum kebiasaan Internasional.

Bilamana suatu Hukum kebissaan da-
pat timbul tfelah diutarakan dalam
pasal 38 (1b) Statuta Mshkamah In-
ternasional : Ykebiasaan-kebiasaan In-
iernasional, vang ierbukil merupakan
praktek-prakick umum vang diterima
sebagai Hukum”, Apabila difkuti jalan
pemikiran tersebut maka hams dibuk-
tikan bahwa memang ada prakiek-
prakiek negara yang berulang-ulang di-
lakunkan sehingeza dirasakan sudah men-
jadi kewajiban Hukum uniuk me-
laksanakan hak unink menentukan na-
sib sendird. Jadi ada dua fakior vang
dapat dilihat dari pasal 38 {1h) Statuta
Mahkamah Intemasional vaiin perta-
mastama arariek-nralinl nasgrn vane

dengan mudsh dapat diketzhul dag;; o

keduvanya fakfor psikologi ataw sub. -
jekdif. Faktor kedua ini suker uvmink
diketahui sejauh mana negara pemja-
jah mempunyal kesadaran Hukurmyun-
tuk melepaskan wilayah Jajahannya
menjadi negara merdeka, Mamang..
dapat diketahui dalam prakiek bahwa
banyak negara seperfi Indis, M&jay-
sia, Burma dan Pilipinag telah dibe
kan kemerdekaannya oleh ‘bekes
gara penjajahnya, tetapi sulit untui'ge

ketahui apakah motipnya bemsifatips-

litls atan berdasarkan kewsiiban Hha-:
kum. Juga dilain pihak tidak boleh di-
lupakan babwa ada mgaza-nsgam \
vang. bary mendapatkan kemerdeka—

annya seperii Aljazair dan Indone-

sia setelah memperjuangkannya de-

ngan cara perjuangan Ssik melewan

negara penjajah. Sehinggs gmkwk ne-

gara’ selain suksr unink mepentukan

motifasinya juga ddsk ke il _ﬁe-

perti kata Prof, Gross !

"Trie seli-determingtion has h@m

granied . or conce in an

vely large sumbsr of 3

nations but it~
to supply the
Iy that practice wa
of legal obligation. Oa the costrarn
the practce of decu&ﬁm&m B a
perfect illustration of & nzsge émm-
ted by polites] exgaedxm@y ez ﬁm
sity or their convenience. And maore-
over, it is neither constm% BOT um—
form’..

Kesulitan lain yang menyeb&bm halk
untuk meneniukan nasib sendis dapat
dianggap sebagai hak dalam zrfi Hu-
kum, adalzh sukaznyaz unfuk %em@@ﬁ-
kan batasan dam apa yang dismakaud.
kan dengan bangsa. Masalah ind
dikemukakan oleh Jenks ze
riloat :

TPolitical freedom is the element of
human dignity most difficult o ex-
press in a legal principle oz ©
tion. The Upited Mations Covenenis
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provide sihat “'all people’s have the
right of seif-determination. by virtue
whereof - they freely determine their
political igtatus  and  freely purmue
theirieconomic, social and caltural
@ievciopmcn but the practical appli-
cation:of  the provisions invoives
%ifaree ‘ ész%cuities

%gpzes is a eollective ;Jlumi of inde-
@Pmma?ge ‘contents, whether a partd
c_uig group of persons  constituie
is a guestion of judgement
aomcemmg which views and interest
may. differ, Secondiy, self determi-
ngﬁé .can.  mean only the wishes
' g _people concerned, which may
differ from the political interest or
ideclogical preconceptions of fhose
whe elaim to be their champion.
Thirdly . the r1ight cannct be exer
igs legal vrocess it pre suppo-
283 peiz%zwl decisions and political
actions™, 33

E"ia%: untuk mensniukan nasib sendid
ada suatu prosedur yvang diskui
geia%;sanaaﬂnya dengan plebisit
a%:aaz LCRIE lain, cenderung akan men-
jadz Eua’m manifesto politik dard pada
suafy hak dalam arti Hukum.34 Mes
Eupun telah dintarskan melalui peng
kajian kptontuan subsiantip dan pro-
seduril bahwa hak uatuk menentu-
Lan pasib sendix sukar univk diang
zzap sehagai kaidal Fukem, dan dalam
aril politispun ada yang berkeberatan
peperapannya secara wmnum pada se-
mus wilayah yang ingin merdeka, Se-
bagal pelaisanaannya ada yang me-
ngusuikan agar hak untuk menentu-
kan pasib sendin hanva'dapai diterap-
kan pada proses dekolonisasi dari wi-
layazh jejahan.3% Sewakiu wilayah ind

33, O, Wilfred Jenks, A pew world of
Law T A stedy of Creatve Iinogina-
fion in International Law. London,
49462, hial 46,

34, - Iibik, Bandingkan dengan pendapat

) dagi Michas! Walrer dulam bukunya:
Fuzt and Unjsst wars Ee‘igvm, ﬁ%@

P Y R e S

Fhukumn dan Pembangunon

itelah memperoieh kemerdekaannya, 1~
dak diperkenankan bagl Xaum sepa-
ratis  untuk memisabkan dird . dan
mendirikan negera bam dari bagian wi-
layah tersebut, 3

Keberatan dari pendapat tersebut. da-
pat dimengerti karena sehamusnya apa-
bila suaty negars bart sudah ferbentulk
dari bekas wilavah jajahan sebailnya
tidak ada lagi perpecahan dari dalam
vang dapat menpggangst persatuanidan
kesatuan bangsa. Gerakan yang ingin
memisahkan dis berdesarkan kesul-
an agama gstav kedaerahan selain dapat
mengganggy iantegritas suatu negara
juga akan menimbulkan keresahan’da-
lam Hubungan Infemasional,

v

Dalam kasos khusus badan Infemasic-
nal pernah menyelesaikan pelaksanaan
hak antuk menentukan nasib sendin
melalui proses Hukum Iniernasional,
Kasug iersebuf adalah perjanjian  an-
tara Republik Indonesia dan kerajaan
Mederand mengenai Irian Barai da-
lam  Pasal XVTIT dikatakan sebagai be
rikut :

Indonesia, dengan bantuan dan ikut
serianys  wakil Persedkatan Bangsa
Bangsa dan stafnya, akan mengada-
kan usaha-usaha uwnivk memberi ke-
sempaian kepada rakyat wilayah ferse-

3s. Zubegida Mustafa, The Principle of
Self-determination  in  International
Law, the Internaticnal Lawyer, Vol
5, Mo, 3, July 1971, hal 486. )

36, tbid. Ada pendapat jain yang menya-
takan bahwa apabila negera telah
berdiri  magih  ada  kemungkinan
untuk memisahkan diri dari wilavah
negara tersebui berdasarkan atas hak
azasi manusia dan mendivikan negara
baru, Untuk ini lihat karangan Su-
brata Roy Chowdhury, The Staius
and Morms of SelfvDetermination in
Contermnporary  Internasional  Law:
tetherfands fnternational Law
Review, Fasavs on International Law
and Relations in Honour of AJP.
E'ammes, EG’F’.’ Vsi XX%V, Special
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Mﬁ}wnml{ﬂn Naszb Sendii

: buL untuk me}aksana}\an kebebasan

- memlhh Usaha—usaha tersebut akan
mancakug _

a. Konsultasi ( musyawarah ) dengan

 dewan-dewan perwakilan mengenai
prosedur dan cara-cara vang panias
dianut untuk mengefahui kebebas-

. an pemnyataan rakvat.

b. Penentuan {anggal yang pasti un-

Dotk kebebasan memilth dalam jang-

;. Jka wakiu vaag ditetapkan oleh Pey-

o :sctuguan sekarang ini.

S C. i’:emm_usan pertanyaan-perfanyaan
-+ sedemikian rupa agar penduduk da-
. pat:menentukan (a) apakah mereka

mgm teiap bergabung dengan Indo-

“nesiagiaten (b) apakah mereka ingin

~memutuskan hubungan mereka de-

ngan Indonesia.
d.Hak.- pilih semua orang dewasg,
-:pmacodan . wanite, bukan warga
“inegara-asing, vang merupakan pen-
.duduk-pada walkfu perwujudan pe-
cinentian . nasib sendird, untuk ikui
sertasdalam. perwujudan nasib sen-
diri 'vang akan dilaksanakan sesuai
-dengan -praktek Internasional, ter-
-masuk- penduduk-penduduk yang
pergigesudah 19435 dan kembali ke
daerah itu untuk bertempat tinggal
lag. setelah berakhirnya Pemerin-
tah Nederland. 37

3’?._._.L1hat daiam buku, Persetujuan fn-

donesia-Nederland mengenai Penye-

rahas Irian Barat kepada Republik

_ Indonesia, Depariemen Penerangan
TRIL, hal, 17-18.

Pelaksanzan dari penentuan nasib seh-"
diri ini felah diwujudkan dan hasilnya® .

umum dikeiahui bahwa Iran Barai'-i

sudah merupakan bagian dard wilayah -

Republik Indonesia vang tidak ferpi- - -

sahkan lagi. Dari pengalaman fersebui

di atas dapai dikatakan bahwa pelak-:

sanaan perwujudan hak untuk menen- -

tukan nasib sendiri hanya dapat ber -

nasil apabila ferlibat pihak ketiga, da-
fam hal ini adalah wajar bahwa pihak -

ketiga temsebut adalah i’emerikata;a__ e
Bangsa-Bangsa suatu badan Intemasio- TR

nal yang dewasa ini dapat diterima

kepetralannya oleh Masyarakat Inter-

nasional, Meskipun demildan pelaksa«»
naan perwujudan hak nnink menentu-
kan nasib sendid melalui Perserikatan
Bangsa-Bangsa bulkan suan: hal yang
vmum. Karena plebisit mempakan,
rare exception, than the rle, which
again proves that a positive "right
of self deiermination” was gaever
internationally recognized” 38

Dengan demikian maka kiia akhirt
perbincangan mengenai posisi dari Hak
untuk meneantukan nasib seandin ini
vang pada waktu ini masih menipakan
kaidah moral pesitip daripada kaidah
hukum yang mengikat para anggota
Masyarakat Internasional.

38. Dr. LEHW, Verzijl, International Law
in Historical Perspectivies, Vol. 1, hal,
326,






